BAB III

PENUTUP
A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan
telah melaksanakan fungsinya dalam menangani sengketa hak milik atas tanah
sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020. Pelaksanaan
fungsi tersebut dilakukan melalui prosedur yang sistematis, dimulai dari
penerimaan dan verifikasi pengaduan, pengkajian awal, penelitian lapangan,
hingga penyelesaian melalui mediasi sebagai instrumen utama penyelesaian non-
litigasi. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa dari tiga kasus sengketa hak milik
atas tanah yang ditangani, dua kasus berhasil diselesaikan melalui kesepakatan
mediasi dan satu kasus direkomendasikan untuk menempuh upaya hukum
lainnya karena tidak tercapainya kesepakatan. Pelaksanaan fungsi mediasi masih
menghadapi hambatan berupa ketidakhadiran para pihak dan sikap tidak
kooperatif dari pihak yang bersengketa, serta ketidakakuratan data pertanahan
yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa. Kantor Pertanahan
Kabupaten Tabanan telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan
ketentuan peraturan yang berlaku, namun masih memerlukan peningkatan
kapasitas sumber daya manusia, sosialisasi kepada masyarakat, dan perbaikan
sistem administrasi pertanahan untuk mengoptimalkan penyelesaian sengketa

hak milik atas tanah di masa mendatang.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, disarankan agar Kantor
Pertanahan Kabupaten Tabanan melakukan peningkatan kapasitas sumber
daya manusia melalui pelatihan berkala bagi mediator dan petugas
penanganan sengketa, baik dalam aspek teknis administrasi pertanahan
maupun keterampilan fasilitasi mediasi. Perlu dilakukan sosialisasi intensif
kepada masyarakat mengenai prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi
dan pentingnya kehadiran serta kooperatif para pihak dalam proses mediasi
untuk mencapai penyelesaian yang adil dan damai. Kantor Pertanahan juga
perlu memperkuat koordinasi dengan instansi terkait seperti pemerintah
daerah, desa adat, dan pengadilan untuk menyelaraskan data pertanahan serta
melakukan pembenahan sistem administrasi dan pendaftaran tanah yang lebih
akurat dan terintegrasi secara digital guna mencegah terjadinya sengketa di
masa mendatang. Selain itu, diperlukan penegasan sanksi administratif bagi
pihak yang tidak kooperatif dalam proses mediasi serta pemberian
penghargaan bagi pihak yang berhasil menyelesaikan sengketa secara damai
untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penyelesaian sengketa

pertanahan melalui jalur mediasi.
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